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Abstrak 

 

Moda transportasi masal di Indonesia masih memiliki sejumlah tantangan yang belum terselesaikan seperti kualitas 

pelayanan yang masih rendah, akses yang terbatas, keterjangkauan dan masih banyak persoalan lannya. Persoalan ini 

semakin membesar ketika terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Peningkatan pada biaya bahan seperti 

biaya BBM, suku cadang dan komponen lainnya akan merpengaruhi pada kenaikan tarif angkutan. Peningkatan tarif 

secara tidak langsung mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum. Selain itu, penetapan 

tarif juga perlu melibatkan penumpang sebagai pengguna jasa. Hal tersebut menempatkan pemerintah untuk dapat 

mengintervensi dalam menetapkan tarif untuk mencapai harga keseimbangan. Bentuk keterlibatan pemerintah dalam 

menyediakan layanan angkutan umum yang aman, nyaman dan terjangkau dapat dilakukan melalui program Buy The 

Service (BTS). Sistem BTS adalah mekanisme pembelian jasa angkutan umum melalui sistem lelang berdasarkan 

standar pelayanan minimal. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi penelitian berkenaan dengan kajian skema Buy 

The Service (BTS) tarif angkot rute Terminal Klari-Terminal Cikampek berdasarkan Ability To Pay, Willingness To Pay 

dan Biaya Operasional (BOK). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis kemampuan membayar (ATP), kesediaan membayar (WTP), analisis tarif berdasarkan Biaya 

Operasional Kendaraan (BOK), serta analisis subsidi tarif angkutan dengan skema buy the service. Sampel pada 

penelitian ini berjumlah 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tarif ATP penumpang sebesar 

Rp13.860 dan rata-rata tarif WTP sebesar Rp6.940. Tarif berdasarkan BOK diperoleh nilai sebesar Rp11.714,90 per 

penumpang. Tarif yang dianggap paling ideal adalah alternatif tarif 1 yang berada pada range Rp5.001-Rp10.000 

dengan skema subsidi sebagian. 

 

Kata-kunci : tarif angkutan, kemampuan membayar, keinginan membayar, biaya operasional kendaraan buy the service 

 

 

Pengantar 

Perkembangan kota yang semakin pesat di Indonesia 

mengakibatkan kebutuhan akan transportasi semakin 

meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 

Tahun 2023, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 

paling signifikan pada kuartal pertama tahun 2023 

dibandingkan kuartal pertama tahun 2022 (year-on-year) 

sebesar 15,93 persen. Pada awal kuartal pertama tahun 

2022, sektor transportasi dan pergudangan juga 

mencatatkan pertumbuhan positif yaitu mencapai 15,79 

persen. Sektori tersebut menggambarkan tren yang terus 

meningkat hingga kuartal pertama tahun 2023.  Salah satu 

sektor transportasi dan pergudangan yang ikut 

berkembang secara nasional adalah transportasi umum. 

Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah yang 

sedang berkembang saat ini. Hal tersebut didukung oleh 

lokasinya yang secara administrasi cukup strategis dari 

ibu kota negara dan ibu kota Provinsi Jawa Barat. Selain 

itu, Kabupaten karawang memiliki kawasan industri 

terbesar di Provinsi Jawa Barat bahkan di Asia Tenggara. 

Terdapat sekitar 12 kawasan industri seluas 13.718 Ha 

atau 7,85% yang dikembangkan di lahan di Kabupaten 

Karawang. Jumlah penduduk Karawang juga cukup tinggi 

yaitu mencapai 2,46 juta jiwa pada tahun 2021 dan 

meningkat menjadi 2,50 jua jiwa pada tahun 2022 atau 

tumbuh sekitar 1,49% berdasarkan BPS Kabupaten 

Karawang tahun 2023. Hal tersebut menunjukan potensi 

akan pergerakan dan permintaan jasa transportasi yang 

cukup tinggi dan terus meningkat kedepannya di 

Kabupaten Karawang. Namun minat masyarakat terhadap 

angkutan umum masih cukup rendah di Kabupaten 

Karawang. 

Menurut Taylor dan Fink (2003), minat penumpang 

terhadap angkutan umum atau transit ridership pada 

umumnya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal meliputi tarif dan pelayanan secara kualitas 

dan kuantitas. Sementara itu, faktor eksternal meliputi 

faktor sosial ekonomi, faktor kewilayahan dan keuangan 

publik (Taylor & Fink, 2003). Tarif menjadi salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi minat penumpang 

untuk menggunakan angkutan umum. Korelasi antara 

elastisitas tarif dan permintaan dapat bervariasi 

tergantung pada tingkat elastisitasnya. Ketika elastisitas 

harga suatu produk atau jasa tinggi, berarti perubahan 

harga yang relatif kecil dapat mengakibatkan perubahan 

permintaan yang signifikan. Artinya, ketika terjadi 

kenaikan tarif, permintaan cenderung menurun sebanding 
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atau bahkan lebih besar dari kenaikan tarif dan berlaku 

pula konsep sebaliknya. Menurut Salim A. (1998) 

pertikaian kepentingan antara konsumen dan operator 

terjadi karena pengguna jasa (konsumen) pada umumnya 

menginginkan harga yang serendah mungkin, sedangkan 

(operator) menginginkan harga setinggi mungkin. 

Pertikaian tersebut menempatkan pemerintah untuk dapat 

mengintervensi dalam menetapkan tarif untuk mencapai 

harga keseimbangan (Wicaksono, Riyanto, & Kusumastuti, 

2006). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditegaskan 

bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin 

tersedianya angkutan umum yang aman, nyaman, dan 

terjangkau. Usaha pemerintah dalam mencapai kewajiban 

tersebut yaitu dengan mengeluarkan program Buy The 

Service (BTS). Buy The Service (BTS) merupakan bentuk 

keterlibatan pemerintah dalam menyediakan layanan 

angkutan umum yang aman, nyaman dan terjangkau. 

Rencana program tersebut tertuang dalam Permenhub No. 

PM 9 Tahun 2020 tentang Pembinaan Angkutan Umum 

Perkotaan. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi 

penelitian berkenaan dengan kajian skema Buy The 

Service (BTS) tarif angkot berdasarkan Biaya Operasional 

(BOK), Ability To Pay, dan Willingness To Pay terhadap 

elastisitas angkutan umum di Kabupaten Karawang. 

Metode 

Pendekatan penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan 

metode deskriptif. Data yang diperoleh dianalisis dan 

ditampilkan dalam bentuk tabel, kurva dan diagram untuk 

diinterpretasikan dan dimaknai berdasarkan refrenesi 

yang dirujuk. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini 

terdiri dari dua macam yaitu:  

 

 data karakteristik penumpang angkutan kota 

 data biaya operasi kendaraan (BOK) 

 

Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa sampel 

dari masing-masing populasi yang telah ditentukan 

sebelumnya yaitu operator/supir dan penumpang angkot 

Karawang. Pertama, untuk mendapatkan sampel yang 

dapat mewakili populasi operator, metoda yang digunakan 

dalam pemilihan sampel adalah kriteria informan kunci. 

Kedua, untuk sampel ATP dan WTP, jumlah sampel 

penelitian ini dihitung dengan mengacu pada asumsi data 

harian pengguna jasa angkot rute Terminal Klari-Terminal 

Cikampek. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

pendekatan non probability sampling. Jumlah asumsi data 

harian pengguna jasa angkot rute Terminal Klari-Terminal 

Cikampek sebesar 7.000 orang dengan rumus Slovin 

sebagai berikut: 

  
 

        
                                 

  
     

              
 

  
    

  
 

   98, 5 Responden ≈ 100 orang responden 

Data didapatkan dengan melakukan survei kuesioner 

terhadap kurang lebih 100 responden pengguna angkot 

rute Terminal Klari-Terminal Cikampek. Data yang 

dikumpulkan tersebut diantaranya umur, jenis kelamin 

responden, alamat/asal tempat, pendidikan, pekerjaan, 

status pernikahan, jumlah anggota keluarga, kepemilikan 

kendaraan pribadi, moda transportasi yang paling sering 

digunakan, moda transportasi altenatif, intensitas 

perjalanan, waktu tempah, jarak tempuh, rata-rata 

penghasilan per bulan, besar pengeluaran untuk 

transportasi, tarif persepsia awal, maksud dan tujuan 

perjalanan, serta prioritas perbaiakn pelayanan yang 

diharapkan. 

Data biaya operasi kendaraan diperoleh baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Data langsung 

diperoleh melalui hasil survei primer yaitu wawancara dan 

observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh 

melalui telaah dokumen yang tersedia dari Dinas 

Perhubungan Kabupaten (Dishub) Karawang. Variabel 

yang digunakan dalam perhitungan tarif berdasarkan bok 

diperoleh dengan menghitung biaya pokok angkutan kota 

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan 

Darat nomor SK.687/AJ.206/DRJD/2002 tentang 

pedoman teknis penyelenggaraan angkutan umum di 

wilayah perkotaan dalam trayek tetap dan teratur. Biaya 

Produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

menghasilkan satu satuan unit produksi angkutan jalan. 

Biaya pokok produksi ini nantinya menjadi dasar dalam 

menentukan besaran tarif yang akan ditetapkan oleh 

penyedia jasa angkutan umum. 

Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini 

diperoleh melalui studi literatur dan survei instansi yang 

berupa laporan, dokumen dan peta. Studi literatur, yaitu 

pengumpulan data dari kajian teoritis dengan 

mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang 

berkaitan dengan angkutan umum, tarif, biaya operasional, 

kemampuan dan kemauan membayar pengguna angkutan 

kota . Adapun survei instansi, yaitu pengumpulan data 

dengan mengunjungi instansi terkait yang dapat 

membantu dalam pengumpulan data-data pendukung 

penelitian seperti instansi Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Karawang, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Kawang dan Dinas 

Perhubungan Kabupaten Karawang guna memperoleh 

beberapa data seperti populasi penduduk, peta 

administrasi Kabupaten Karawang, tarif operasional 

eksisting, jaringan trayek dan data lainnya 

Metode Analisis  Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada 

penentuan tarif jasa angkutan yang disusun dan dihitung 

menurut daya beli masyarakt dengan analisis ATP dan 

analisis WTP serta didasarkan pada biaya operasional 

(operator) dengan analisis BOK. Setelah diperolah nilai 

tarif berdasarkan daya beli dan biaya operasional, maka 

dipilih beberapa alternatif tarif yang dapat mengahasilkan 

kesimpulan dalam pengambilan keputusan rekomendasi 

tarif dari sisi pengguna dan opertaor. Selanjtnya, dihitung 

besaran subsidi yang dapat diberikan dengan mekanisme 

pembelian layanan atau skema buy the service. 
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1. Tarif Berdasarkan Daya Beli 

Ability To Pay 

Ability To Pay (ATP) adalah kemampuan seseorang untuk 

membayar jasa pelayanan yang diterimanya berdasarkan 

penghasilan yang dianggap ideal. Pendekatan yang 

digunakan dalam analisis ATP didasarkan pada alokasi 

biaya untuk transportasi dan pendapatan yang 

diterimanya. Besar ATP adalah rasio anggaran untuk 

transportasi dengan intensitas perjalanan yang 

menunjukan kemampuan membayar masyarakat dalam 

membayar ongkos perjalanan yang dilakukannya. Faktor-

faktor yang mempengaruhi Ability To Pay yaitu (Elis 

Sontikasyah 2010): 

1. Penghasilan Keluarga Per Bulan 

Faktor pendapatan menentukan tingkat penghasilan 

total keluarga, artinya semakin banyak uang yang 

dimiliki maka aIokasi biaya transportasi yang 

disediakan juga akan semakin tinggi.  

2. Alokasi Biaya Transportasi 

Alokasi biaya transportasi dapat menentukan tingkat 

kemampuan membayar atas jasa transportasi. 

Semakin tinggi alokasi biaya transportasi yang dimiliki, 

maka akan meningkatkan kemampuan membayar 

perjalanan, begitupun sebaliknya. 

3. Intensitas Perjalanan 

Faktor intensitas perjalanan menunjukan panjang jarak 

perjalanan yang ditempuh dalam melakukan 

transportasi sehingga semakin tinggi intensitas 

perjalanan akan meningkatkan alokasi biaya 

transportasi dari pendapatan keluarga per buIan yang 

harus disediakan  

4. Jumlah Anggota Keluarga 

Jumlah anggota keluarga dapat menentukan panjang 

intensitas perjalanan yang ditempuh. Semakin panjang 

intensitas perjalanan yang ditempuh, maka semakin 

tinggi alokasi biaya transportasi dari pendapatan 

keluarga per bulan yang harus disediakan.  

Pendekatan dalam menganalisis Ability To Pay dilakukan 

dengan travel budget yaitu asumsi bahwa setiap anggota 

keluarga baik yang berpenghasilan maupun yang tidak 

berpenghasilan mengalokasikan sebagian dari 

pendapatannya untuk untuk melakukan perjalanan baik 

yang menggunakan angkutan pribadi maupun angkutan 

umum. 

 
Gambar 1.Faktor Ability To Pay 

Sumber: Elis Sontikasyah (2010) 

Besarnya biaya perjalanan merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi masyarakat dalam menentukan 

moda perjalanan. Perhitungan Ability To Pay dilakukan 

dengan persentase alokasi dana untuk transportasi untuk 

setiap keluarga dari total pendapatannya. Berikut ini 

perhitungan ATP dengan metode household yang terdiri 

dari dua besaran yaitu: 

           
          

  
 

Keterangan : 

  = Total pendapatan keluarga per bulan (Rp/Kel/Bulan) 

    = Persentase pendapatan untuk transportasi per bulan 

dari total pendapatan  

  = Persentase untuk angkutan dari pendapatan 

transportasi per bulan 

   = Total panjang perjalanan keluarga per bulan per trip 

               
          

   
            

Keterangan : 

         = ATP responden berdasarkan jenis pekerjaan 

(Rp/resp/trip) 

   = Pendapatan responden per bulan (Rp /Bulan) 

   = Persentase pendapatan untuk transportasi per bulan 

dari total  pendapatan responden 

  = Persentase untuk angkutan dari pendapatan untuk 

transportasi  

    = Total panjang perjalanan per bulan per trip 

(Trip/resp/bulan) 

Willingness To Pay  

Willingness To Pay (WTP) adalah kesediaan pengguna 

untuk mengeluarkan imbalan atas jasa yang diperolehnya. 

Pendekatan yang digunakan dalam analisis WTP 

didasarkan pada persepsi pengguna terhadap tarif dari 

jasa pelayanan angkutan umum tersebut (Tamin dkk, 

1999). Dalam permasalahan transportasi, WTP 

dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut Elis 

Sontikasyah (2010) yaitu: 

1. Produksi jasa angkutan yang disediakan oleh 

pengusaha  

Produk yang ditawarkan/ oleh operator jasa pelayanan 

transportasi dimana semakin banyak jumlah armada 

angkutan yang melayani makan akan terjadi 

persaingan yang menguntungkan pihak pengguna 

2. Kualitas dan kuantitas pelayanan yang disediakan  

Apabila produksi pelayanan jasa transportasi yang 

disediakan memiliki nilai yang besar, maka tingkat 

kualitas pelayanan menjadi lebih baik. Sebagai contoh 

pada pelayanan yang tidak berhimpit-himpitan dalam 

menggunakan jasa transportasi akan membuat 

penumpang nyaman sehingga penumpang bisa rela 

untuk membayar tarif lebih besar . 

3. Utilitas pengguna terhadap angkutan tersebut  

Apabila manfaat yang diterima oleh pengguna pada 

suatu pelayanan transportasi semakin tinggi, maka 

semakin tinggi juga kemauan membayar terhadap tarif 

yang dikenakan. Apabila manfaat yang diterima oleh 
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pengguna rendah, maka pengguna tidak ingin untuk 

memakainya sehingga dapat menyebabkan kemauan 

membayar dapat menjadi rendah.  

4. Pendapatan pengguna  

Apabila pengguna jasa angkutan umum memiliki 

pendapatan yang tinggi dapat meningkatkan kemauan 

membayar tarif perjalanan. Hal tersebut dikarenakan 

alokasi terhadap biaya perjalanan menjadi lebih tinggi, 

sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar 

tarif perjalannya. 

 

Gambar 2.Faktor Willingnes To Pay 

Sumber: Elis Sontikasyah (2010) 

Nilai WTP yang bersedia dibayarkan oleh responden 

untuk tarif jasa angkutan umum diolah dengan rumus: 

     
 

 
∑    

 

   

    

Keterangan : 

     = Rata-rata WTP 

  = Ukuran sampel 

     = Nilai WTP maksimum responden ke-i  

2. Tarif Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan 

Perhitungan tarif berdasarkan biaya operasional 

merupakan salah satu pendekatan dari sisi operator yang 

telah diatur di dalam Pedoman Teknis Penyelenggara 

Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan dalam 

Trayek Tetap dan Teratur oleh DIrjenhubdat (2002). 

Adapun penjelasannya sebagai : 

1. Kelompok biaya menurut fungsi pokok kegiatan  

a. Biaya produksi merupakan biaya yang 

berhubungan dengan fungsi atau kegiatan dalam 

semua proses produksi. 

b. Biaya organisasi  merupakan biaya yang 

berhubungan dengan kegiatan administrasi dan 

biaya umum.  

c. Biaya pemasaran merupakan biaya yang 

berhubungan dengan kegiatan pemasaran 

produksi jasa 

2. Kelompok biaya yang berhubungan dengan biaya 

produksi jasa  

a. Biaya langsung : merupakan biaya yang berkaitan 

secara langsung dengan jenis produk jasa yang 

dihasilkan.  

b. Biaya tidak langsung : merupakan biaya yang 

secara tidak langsung berhubungan dengan jenis 

produk jasa yang dihasilkan.  

Biaya langsung dan tidak langsung mempunyai 2 

kelompok menurut volume produksinya yaitu biaya tetap 

atau biaya yang tetap walaupun terjadi perubahan jumlah 

volume produksi jasa dan biaya tidak tetap atau biaya 

yang mengalami perubahan bila terjadi perubahan jumlah 

volume produksi jasa. Berdasarkan, struktur perhitungan 

biaya pokok jasa angkutan terdiri atas : 

Tabel 1. Komponen Biaya Operasional Kendaraan 

Biaya Langsung Biaya Tidak Langsung 

1. Biaya penyusutan kendaraan  1. Biaya pegawai selain awak  

2. Biaya modal kendaraan  a. Gaji/upah 

3. Biaya gaji awak kendaraan  b. Uang lembur 

- Gaji c. Tunjangan sosial 

- Tunjangan kinerja operasi 2. Biaya pengelolaan 

- Tunjangan sosial a. Penyusutan bangunan kantor 

4. Biaya bahan bakar minyak (BBM)  b. Penyusutan pool dan bengkel 

5. Biaya ban  c. Penyusutan /alat kantor 

6. Biaya service kecil  d. Biaya administrasi kantor 

7. Biaya service besar  e. Biaya sarana kantor 

8. Biaya pemeriksaan (overhoul) f. Biaya pemeliharaan kantor 

9. Biaya penambahan oli g. Biaya pemeliharaan bengkel 

10. Biaya suku cadang dan body  h. Biaya listrik dan air 

11. Biaya cuci bus  i. Biaya telepon dan telegram 

12. Biaya retribusi terminal  j. Biaya perjalanan dinas selain awak  

kendaraan 13. Biaya STNK/pajak kendaraan 

14. Biaya kir kendaraan  k. Pajak perusahaan 

15. Biaya asuransi l. Izin trayek 

- Asuransi kendaraan m. Izin usaha 

- Asuransi awak n. Biaya pemasaran, dll 
 

Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (2002) 
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Rumus perhitungan tarif angkutan umum penumpang kota 

berdasarkan Direktur Jenderal Perhubungan Darat 

Nomor: SK. 687/AJ.206/DPRJ/2002 yaitu sebagai berikut: 

                                                                       

                                           

              
                 

                        
 

Keterangan  : 

Km yang ditempuh = jarak trayek x jumlah perjalanan 

dalam satu Per tahun x jumlah hari operasi dalam satu 

tahun 

Load factor = pada umumnya dalam perhitungan diambil 

nilai sebesar 70% yaitu persentase perbandingan antara 

kapasitas terjual dengan kapasitas tersedia 

Untuk tarif angkutan umum dengan tarif seragam atau 

tunggal (flat fare), tarif dengan tanpa mempertimbangkan 

jarak perjalanan pengguna, jauh-dekat dengan taif yang 

sama tidak ada perbedaan antara tarif penumpang umum 

dan pelajar, menurut Tamin, dkk. (1999), perhitungan tarif 

juga dapat dihitung menggunakan persamaan: 

                               
                  

                              
 

Tarif pada angkutan umum dengan tarif seragam atau 

tunggal (flat fare), tarif dengan tanpa mempertimbangkan 

jarak perjalanan pengguna, jauh-dekat dengan taif yang 

sama, namun tarif penumpang umum dan pelajar 

dibedakan, perhitungan tarif dihitung menggunakan 

persamaan 

             
                                          

                                                 
          

Dimana jumlah penumpang umum adalah total 

penumpang umum dan jumlah penumpang pelajar. 

Sedangkan n adalah perbandingan antara tarif 

penumpang pelajar dengan tarif penumpang umum dalam 

satuan persentase. Untuk angkutan umum dengan sistem 

tarif tidak tetap seperti angkutan kota (angkot), dapat 

menggunakan rumus: 

               
                                          

                              
                       

Dimana m adalah perbandingan pendapatan yang 

diterima operator pada suatu rit tertentu dengan 

pendapatan yang seharusnya diterima untuk rit tersebut 

(diperoleh dengan mengalikan jumlah penumpang dengan 

tarif maksimal yang berlaku). 

Gambaran Umum 

Kabupaten Karawang merupakan salah satu dari 27 

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.. 

Pelayanan angkutan penumpang dengan kendaraan 

umum di Kabupaten Karawang dilayani oleh Angkutan 

Umum Dalam Trayek dan Angkutan Umum Tidak Dalam 

Trayek. Menurut Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu lintas dan Angkutan 

Jalan Pasal 37 ayat (1), angkutan umum dalam trayek 

tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang 

dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, 

dengan jadwal tetap atau tidak tidak terjadwal. 

Angkutan Perkotaan adalah Angkutan dari satu tempat ke 

tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam 

Trayek (PM 15 Tahun 2019). Angkutan perkotaan yang 

digunakan di Kabupaten Karawang memiliki 55 Trayek 

pada tahun perdana dengan mengacu kepada Surat 

Keputusan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 

551.21/KEP.510-HUK/2009 Tentang Jaringan Trayek Di 

Wilayah Kabupaten Karawang. Kemudian seiring 

berjalannya waktu jumlah armada angkot di Kabupaten 

Karawang mengalami penurunan. Berdasarkan Peraturan 

Bupati Karawang Nomor 41 Tahun 2022 Tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang 

Tahun 2023 hanya tersisa 35 trayek aktif dan 20 trayek 

tidak aktif. Sementara itu, berdasarkan data Dinas 

Perhubungan Kabupaten Karawang tahun 2021, terdapat 

31 trayek kendaraan angkutan penumpang umum yang 

aktif beroperasi.  

Penelitian hanya berfokus pada jalan arteri primer. 

Adapun angkutan kota yang melayani jalan arteri primer 

yaitu koridor Klari-Karawang (angkot dengan kode 

angkutan 01, 02, 07, 14, 16, 17), koridor Klari-Cikampek 

(kode 39) dan koridor Jalan Raya Cikopo (kode 31). 

Secara umum tidak ada perbedaan yang signifikan pada 

ketiga karakteristik jalan yang dilaluinya. Rute tersebut 

didominasi oleh aktivitas perdagangan, jasa, pendidikan, 

peribadatan dan rekreasi. Diantara angkutan tersebut 

dipilih rute yang paling banyak melewati prasarana 

angkutan umum yaitu angkot dengan kode angkutan 39. 

Beberapa prasarana transportasi seperti Terminal 

Cikampek, Stasiun Cikampek, Stasiun Dawuan, Stasiun 

Kosambi, Stasiun Klari dan Terminal Klari. Lahan di 

sekitar koridor ini juga terdiri atas lahan perdagangan dan 

jasa serta industri besar/menengah/kecil. 

 

Jalur operasional angkutan kota rute Terminal Klari-

Terminal Cikampek dalam pelaksanaannya menggunakan 

ruas jalan arteri primer yang merupakan jalan 

kewenangan pemerintah provinsi nasional. Adapun 

karakteristik dari koridor jalan rute Terminal Klari-Terminal 

Cikampek yaitu: 

a. Nama rute  : Terminal Klari - Terminal Cikampek (PP) 

b. Nama jalan  : Klari - Cikampek (Jln Raya Pantura / Jln 

Jend. Ahmad Yani) 

c. Panjang jalan  : 12,33 km 

d. Lebar jalan : 12-16 m 

e. Kewenangan : Negara 

f. Kecamatan : Klari-Purwasari-Cikampek 

g. Fungsi : Arteri primer 

h. Kelas : 1 

i. Tipe  : 4/2 D 
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Angkutan umum Kabupaten Karawang pada umumnya 

menggunakan kendaraan mobil penumpang umum jenis 

kendaraan carry berkapasitas 10 orang. Kepemilikan dan 

pengelolaan kendaraan dipegang oleh swasta.  

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi Jawa 

Barat terdapat 1828 unit angkutan kota yang aktif 

beroperasi di rute Kabupaten Karawang tahun 2020. 

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi Jawa 

Barat diketahui bahwa terdapat sekitar 200 unit yang 

beroperasi pada tahun 2020 dengan jumlah rata-rata rit 

per hari sebanyak 5 rit. 

 

Gambar 4. Ilustrasi Tempat Duduk Angkot Rute Terminal Klari-

Terminal Cikampek 

1. Kinerja Pelayanan Angkutan Umum 

Berikut dibawah ini merupakan kinerja angkutan 

perkotaan yang ada di Kabupaten Karawang yang 

menggambarkan kondisi angkutan perkotaan yang ada. 

Penggunaan lahan di sepanjang koridor Terminal Klari-

Terminal Cikampek memiliki dua jenis pola yaitu bentuk 

linier mengikuti jalan utama dan mengelompok mendekati 

akses ke jalan utama 

a. Frekuensi 

Frekuensi merupakan jumlah kendaraan untuk setiap 

trayek di terminal atau ruas-ruas/segmen-segmen 

jalan yang diamati pada tiap jamnya. Berdasarkan 

standar Bank Dunia rata-rata frekuensi kendaraan 

yaitu 6-12 kendaraan/jam. Adapun perhitungan 

menentukan frekuensi adalah sebagai berikut: 

    
  

 
 

    
  

    
   

                   m 

 

Berdasarkan perhitungan dapat diketahui bahwa 

frekuensi pada angkutan kota rute Terminal Klari-

Terminal Cikampek tidak memenuhi standar yakni 

dengan frekuensi kendaraan 44 kendaraan per jam. 

 

b. Waktu Antara 

Waktu antara kendaraan merupakan selisih jam 

berangkat antar kendaraan. Berdasarkan standar Bank 

Dunia jarak antar kendaraan angkutan umum ialah 5-

10 menit. Adapun rumus headway adalah sebagai 

berikut: 

    
  

 
    

    
  

  
   

                 

 

Berdasarkan perhitungan dapat diketahui bahwa 

headway pada angkutan kota rute Terminal Klari-

Terminal Cikampek tidak memenuhi standar yakni 

dengan jarak antara kendaraan 1,36 menit. 

 

 

 

Gambar 3. Perjalanan Rute Terminal Klari-Terminal Cikampek 
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c. Faktor Muat 

Faktor muat angkutan umum ialah rasio atau 

perbandingan antara jumlah penumpang dengan 

kapasitas angkut dari angkutan umum tersebut. 

Berdasarkan standar bank dunia beserta Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2002, 

menyatakan bahwa standar faktor muat angkutan 

umum sebesar 70% dari kapasitas angkutan umum 

tersebut. Dimana rumus mendapatkan load factor 

adalah: 

 

      
                

         
          

 

LF Standar Bank Dunia Keterangan 

34% 70% Tidak memenuhi 

 

Tabel 2. Faktor Muat Angkot Rute Terminl Klari-Terminal 

Cikampek 

Sumber : Hasil Olah Data 2024 

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai faktor 

muat angkot rute Terminal Klari-Terminal Cikampek 

yakni 34%, dimana nilai tersebut diperoleh dengan 

menghitung rata-rata faktor muat angkutan kota Rute 

Terminal Klari-Terminal Cikampek pada hari senin 

yang mewakili hari kerja, minggu mewakili akhir pekan 

dan jumat mewakili hari kerja pendek. Berdasarkan 

Sehigga dapat diketahui bahwa angkitan kota rute 

Terminal Klari-Terminal Cikampek belum memenuhi 

standar faktor muat angkutan yakni dibawah 70%, 

dimana hal ini dapat dipengaruhi oleh tingginya 

penggunaan kendaraan pribadi akibat masih 

rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan 

angkutan umum 

2. Tarif Angkutan Kota 

 

Tarif Angkutan kota di Kabupaten Karawang ditetapkan 

berdasarkan SK No 551.21/917/Angksa/Dishub Tahun 

2022 oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang. 

Penyesuain tarif tersebut mulai berlaku tanggal 05 

September 2022 untuk menyesuaikan kenaikan bahan 

bakar minyak dan kenaikan komponen biaya operasional. 

Nilai tarif yang ditetapkan dibagi menjadi tiga kategori 

yaitu nilai tarif umum, tarif karyawan dan tarif pelajar. Tarif 

yang ditetapkan berdasarkan jarak yaitu skema tarif yang 

nilainya ditentukan berdasarkan jarak tempuh perjalanan 

(postal tarif). Tarif akan naik sekian rupiah untuk 

pertambahan sekian kilometer. Untuk tarif angkutan kota 

rute Terminal Klari- Tahun 2022 yaitu sebagai berikut: 

 

 Tarif umum : Rp17.000,- 

 Tarif karyawan : Rp15.000,- 

 Tarif pelajar : Rp3.000,- 

Pembayaran tarif masih dilakukans secara manual tanpa 

menggunakan tiket maupun kartu e wallet. 

Diskusi 

1. Analisis Karaktersitik Responden 

Analisis karakteristik responden disajikan untuk 

memberikan informasi sosio demografi seperti usia, jenis 

kelamin, pendidikan formal, pekerjaan, status pernikahan, 

jumlah keluarga yang ditanggung, kepemilikan kendaraan 

pribadi, jenis transportasi yang sering digunakan, alternatif 

alat transportasi yang biasa dipilih, frekuensi perjalanan 

menggunakan angkot, waktu dan jarak tempuh tempuh 

perjalanan. Data karakteristik responden sebagai berikut: 
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2. Analisis Ability To Pay 

Dalam analisis ATP pengguna jasa angkutan kota rute 

Terminal Klari-Stasiun Cikampek besarnya nilai ATP 

dibuat berdasarkan pendapatan responden, alokasi 

pendapatan terhadap transportasi, alokasi transportasi 

dalam menggunakan angkot per bulan dan frekuensi 

menggunakan angkot per bulan. Berdasarkan analisis 

diperoleh informasi bahwa kemampuan membayar tarif 

Ability To Pay (ATP) minimum responden sebesar 

Rp2.000 dan maksimum sebesar Rp46.875. ATP 

responden terbesar yaitu 28% pada range Rp5.001-

Rp10.000, kemudian 23% pada <Rp5.001, 14% pada 

range Rp15.001-Rp20.000, 12% pada range Rp10.001-

Rp15.000, 9% pada range Rp20.001-Rp25.000 dan 

>Rp.30.000 serta 5% pada range Rp25.001-Rp30.000. 

Rata-rata nilai ATP responden sebesar Rp13.860 

  

Gambar 6. Diagram Ability To Pay Responden 

Sumber : Hasil Oleh Data 2024 

Jika tarif angkot ditetapkan pada posisi <Rp2.000 maka 

100% penumpang angkot akan mampu membayar, 

namun apabila tarif angkot ditetapkan antara Rp5.000-

Rp9.999 maka kemampuan membayar  adalah 77%. 

3. Analisis Willingness To Pay 

Analisis WTP adalah rata-rata tarif yang diharapkan, 

Maksud tujuan perjalanan dan prioritas perbaikan 

pelayanan yang diharapkan. Berdasarkan hasil analisis 

diketahui bahwa tarif minimum yang ingin dibayarkan oleh 

pengguna jasa angkot rute Terminal Klari-Terminal 

Cikampek sebesar Rp2.000 dan maksimal sebesar 

Rp17.000. Tarif yang diharapkan responden paling 

banyak pada tarif < Rp5.001 sebesar 52%, kemudian 

range Rp7.501-Rp10.000 sebesar 37%, range Rp12.501-

Rp15.000 sebesar 5%, range Rp5.001-Rp7.500 sebesar 

4% serta range Rp10.001-Rp12.500 dan >Rp15.000 

sebesar 1%. Adapun WTP rata-rata tarif responden 

adalah sebesar Rp 6.940,-. 

 

Gambar 7. Diagram Willingness To Pay Responden 

Sumber : Hasil Oleh Data 2024 

Tarif yang diharapkan responden merupakan WTP awal 

sebelum adanya tambahan yang dilakukan responden 

untuk peningkatan kualitas pelayanan. Jika tarif angkot 

ditetapkan antara Rp5.001-Rp7.500 maka kemauan 

membayar responden adalah sebesar 48% dan jika yang 

ditetapkan maka kemauan membayar adalah sebesar 

Rp7.501-Rp10.000 menjadi 44%.  

Hasil dari kuesioner WTP yang kedua yaitu maksud dan 

tujuan perjalanan. Berdasarkan hasil survey diperoleh 

bahwa kebanyakan responden dengan tujuan perjalanan 

ekonomi yaitu bekerja dan berbelanja sebanyak 48 orang 

(48%)., pendidikan yaitu sebanyak 40 orang (44%), 

kegiatan sosial seperti silaturahmi sebanyak 6 orang (6%) , 

serta rekreasi dan hiburan sebanyak (2%) 

 

Gambar 8. Diagram Maksud dan Tujuan Perjalanan  

Sumber : Hasil Oleh Data 2024 

           

Gambar 5. Karakteristik Responden Angkot Rute Terminal Klari-Terminal Cikampek 

Sumber : Hasil Oleh Data 2024 
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Hasil dari kuesioner WTP yang ketiga yaitu prioritas 

perbaikan pelayanan yang diharapkan oleh responden 

dalam memilih menggunakan angkot. Dari hasil survei 

diketahui bahwa prioritas pelayanan dalam memilih 

menggunakan angkot adalah 50% kenyamanan dalam 

mendapatkan pelayanan, 33% ketepatan waktu pelayanan, 

9% tanggung jawab, 5% kesopanan dan keramahan, 2% 

kelengkapan, serta 1% untuk atribut pendukung lainnya. 

 

Gambar 9. Diagram Prioritas Perbaiakan Pelayanan yang 

diharapkan Responden 

Sumber : Hasil Oleh Data 2024 

Variabel perbaikan prioritas yang digunakan didasarkan 

pada variabel karakteristik jasa yang mengacu pada 

kualitas jasa Gaspersz (1997). Kuesioner ini dirancang 

untuk mengetahui penilaian konsumen terhadap kualitas 

dan kuantitas pelayanan jasa yang diterimanya dan 

penilaian konsumen akan pelayanan yang diharapkan. 

Adapun definisi operasional dari dimensi kualitas 

pelayanan dalam mendapat pelayanan yaitu kendaraan 

memiliki sirkulasi yang baik, kondisi tempat duduk dan 

ruangan kendaraan yang nyaman (tidak sempit) dan tidak 

mengangkut diluar kapasitas kendaraan 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan angkot yang 

diharapkan 69% responden mau membayar lebih dari tarif 

yang akan berlaku dan sisanya 31% tidak mau membayar 

lebih untuk meningkatkan pelayanan tersebut. Adapun 

besaran nominal yang mau dibayarkan responden 

sebagai berikut: 

 

Gambar 10. Diagram Biaya yang ditambahkan Untuk Perbaiakn 

Pelayanan  

Sumber : Hasil Oleh Data 2024 

Besarnya nilai kemauan membayar lebih dari responden 

untuk peningkatan pelayanan yaitu minimal Rp1.000 dan 

maksimal Rp5.000. Besarnya nilai kemauan membayar 

dari responden untuk peningkatan pelayanan paling 

banyak pada range Rp1.001-Rp2.000 sebanyak 27 orang 

atau sebesar 39%, kemudian range < Rp1.001 sebanyak 

26 orang atau sebesar 38%, range >Rp4.000 sebanyak 

10 orang atau sebesar 14%, range Rp2.001-Rp3.000 

sebanyak 5 orang atau sebesar 7% dan range Rp3.001-

Rp4.000 sebanyak 1 orang atau sebesar 1%. Rata-rata 

besarnya nilai kemauan membayar untuk peningkatan 

pelayanan adalah sebesar Rp2.159,-.  

 
 

Gambar 10. Diagram Willingness To Pay Setelah Perbaiakn 

Pelayanan  

Sumber : Hasil Oleh Data 2024 

Dengan adanya kemauan membayar lebih dari responden 

untuk meningkatkan pelayanan maka nilai WTP 

responden menjadi naik. Keinginan awal membayar 

responden dalam menggunakan angkot naik Rp1.000,- 

dari Rp2.000,- menjadi Rp3.000,-. dan maksimal menjadi 

Rp22.000. Rata-rata WTP adalah sebesar Rp8.430,-. 

4. Analisis Biaya Operasioanl Kendaraan 

Perhitungan tarif Angkot mengacu nilai biaya operasional 

kendaraan (BOK) tahun 2022 dan mempertimbangkan 

minat dari angkot sesuai panduan teknis dari Kementerian 

Perhubungan RI tentang penyelenggaraan angkutan 

penumpang umum di wilayah perkotaan dalam trayek 

tetap dan teratur. Perhitungan BOK Angkot rute Terminal 

Klari-Terminal Cikampek Kabupaten Karawang dalam 

penelitian ini juga mengacu pada panduan teknis tersebut 

berdasarkan hasil wawancara dengan operator serta supir 

yang berada di Terminal Klari dan Cikampek Kabupaten 

Karawang. Analisis perhitungan biaya operasional 

kendaraan sebagai berikut: 

Karakteristik Kendaraan 

a. Tipe Kendaraan  : Penumpang Umum 

b. Jenis Pelayanan : Angkutan Kota 

c. Kapasitas Kendaraan : 10 penumpang 

d. Km tempuh per rit : 24,66 km 

e. Jumlah rit/hari  : 5 kali 

f. Km tempuh per hari : 123,3 km 

g. Operasional per bulan : 30 hari 

h. Operasional 12 bulan : 360 hari 

i. Km-tempuh per bulan : 3.699 km 

j. Km-tempuh 12 bulan : 44.3888 km 

k. Seat km per rit : 246,6 seat-km 

l. Seat-km per hari : 1.233 seat-km 

m. Seat km per bulan : 36.990 seat-km 

n. Seat km 12 bulan : 443.880 seat-km 

 

Rekapitulasi Biaya Pokok 
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Berdasarkan rekapitulasi biaya pokok diperoleh biaya 

operasional kendaraan sebesar Rp3.023,09 per 

kendaraan-km atau sekitar Rp302,31 per kendaraan-km 

per penumpang. Biaya tersebut terdiri dari Rp3.018,69 

biaya langsung dan Rp4,39 biaya tidak langusng. 

Berdasarkan persentase biaya perkomponennya, dapat 

diketahui bahwa persentase biaya operasional terbesar 

terdapat pada biaya bahan bakar yang mencapai 67% dari 

total biaya operasional kendaraan. 

Setelah memperoleh tarif pokok produksi sebesar, 

berikutnya adalah menentukan tarif break even point 

(BEP). Analisis tarif break even point diperoleh dengan 

perkalian antara tarif pokok produksi dengan jarak tempuh 

per rit (panjang trayek) 

Tarif Angkutan Kota 

Analisis tarif angkot diperoleh dengan melakukan 

perkalian antara tarif BEP dan ditambah 10% untuk jasa 

keuntungan perusahaan. Biaya operasional kendaraan 

angkot adalah Rp3.023,09  yangdigunakan untuk 

perhitungan kajian tari bok. Berdasarkan Pedoman Teknik 

Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di 

Wilayah Perkotaan dalam Trayek Tetap dan Teratur 

nomor 687 tahun 2002, dalam perhitungan tarif angkutan 

umum memperhitungkan nilai load factor harian rata-rata. 

Nilai load factor harian rata-rata berdasarkan analisis 

dengan LF (70%) diperoleh nilai tarif BOK sebesar 

Rp11.714,90. Nilai tersebut lebih rendah 31% atau 

Rp5.285,10 dari tarif yang berlaku saat ini yaitu Rp17.000- 

Tabel 2. Rekapitulasi Biaya Operasional Kendaraan 

  Komponen biaya Rp/angkot-km Rp/pnp-km % 

Biaya Langsung       

1 Biaya penyusutan  Rp           180,23   Rp          18,02  5,96 

2 Biaya bunga modal  Rp                   -   Rp                 -  0,00 

3 Biaya Asuransi  Rp                   -   Rp                 -  0,00 

4 PKB/STNK  Rp           33,79   Rp            3.37  1,12 

5 KIR  Rp             5,63   Rp            0,56  0,19 

6 Biaya BBM  Rp      2.027,58   Rp        202,76  67,07 

7 Biaya awak  Rp         405,52   Rp          40,55  13,41 

8 Retribusi  Rp           16,22   Rp            1,62  0,54 

9 Biaya calo  Rp           40,55   Rp            4,06  1,34 

10 Ban  Rp           60,15   Rp            6,02  1,99 

11 Servis kecil  Rp           72,72   Rp            7,27  2,41 

12 Service besar  Rp           90,93   Rp            9,09  3,01 

13 Overhaul mesin  Rp             8,33   Rp            0,83  0,28 

14 Overhaul body  Rp             8,33   Rp            0,83  0,28 

15 
Pergantian suku 
cadang/tahun 

 Rp           22,53   Rp            2,25  
0,75 

16 Pemeliharaan bodi/tahun  Rp             5,63   Rp            0,56  0,19 

17 Penambahan oli mesin  Rp           40,55   Rp            4,06  1,34 

Biaya Tidak Langsung     

 1 Biaya izin trayek  Rp             4,39   Rp            0,44  0,15 

2 Iuran operasional  Rp                   -   Rp                 -  0,00 

  Jumlah  Rp      3.023,09   Rp        302,31  100,00 
 

Sumber : Hasil Olah Data 2024 

 

Tabel 3. Perhitungan Tarif Angkot 

No BOK/km (Rp) 
Load Factor Tarif BEP (Rp/pnp) Keuntungan (%) Nilai tarif angkot (Rp) 

LF BEP= TP*L K =BEP*1,1 

1 3023,09 1 7454,93 10 8240,43 

2 3023,09 0,9 8283,26 10 9156,03 

3 3023,09 0,8 9318,67 10 10300,54 

4 3023,09 0,7 10649,90 10 11772,04 

5 3023,09 0,6 12424,89 10 13734,05 

6 3023,09 0,5 14909,87 10 16480,86 

7 3023,09 0,4 18637,33 10 20601,07 

8 3023,09 0,3 24849,78 10 27468,10 
 

Sumber : Hasil Olah Data 2024 
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5. ,. Analisis Tarif Ideal 

Analisis tarif yang ideal adalah penentuan tarif yang dari 

kedua belah pihak, yaitu pengelola angkutan umum dan 

pengguna jasa angkutan umum. Berdasarkan hasil 

analisis didapat perbandingan jenis tarif berdasarkan 

perhitungan tarif Biaya Operasional Kendaraan, ATP dan 

WTP. Berikut ini perbandingan antara tarif berdasarkan 

biaya operasional kendaraan, ability to pay dan 

willingness to pay angkutan kota rute Terminal Klari-

Terminal Cikampek. 

 

 

Gambar 11. Analsis Tarif Ideal 

Sumber : Hasil Oleh Data 2024 

Berdasarkan skema diatas, tarif-tarif tersebut 

dikelompokkan dalam 4 (enam) range tarif, yaitu: Rp. 

1.000-5.000, Rp. 5.001-10.000, Rp. 10.001-15.000, dan 

Rp. 15.001-20.000, Dari range tarif ini, kemudian dibuat 

menjadi skema penentuan tarif yang ideal untuk angkutan 

kota rute Terminal Klari-Terminal Cikampek. Skema tarif 

tersebut dibagi menjadi 4 (empat) alternatif tarif yaitu 

sebagai berikut. 

Tabel 4 . Alternatif Tarif Angkutan Kota 

No 
Alternatif 

Tarif 
Kajian Atrif 

1 Alternatif 
tarif 1 
(Rp5.001 - 
Rp10.000) 

 Tarif berada di antara ATP dan WTP 

 Tarif berada dibawah biaya operasional 
kendaraan  

 Range tarif ini cukup meringankan 
penumpang dibandingkan tarif yang 
berlaku saat ini 

 Berdasarkan Kesediaan Membayar 
penumpang sebanyak 44% penumpang 
bersedia untuk membayar 

 

 

No 
Alternatif 

Tarif 
Kajian Atrif 

2 Alternatif 
tarif 2 
(Rp1.001- 
Rp5.000) 

 Tarif berada dibawah ATP dan WTP 

 Tarif ini sangat terjangkau bagi 
penumpang dalam menggunakan 
angkutan umum  

 Berdasarkan Kesediaan Membayar 
penumpang sebanyak 100% 
penumpang bersedia untuk membayar 

 Namun tarif ini jauh berada di bawah 
biaya operasional kendaraan sehingga 
sangat merugikan pihak operator 

3 Alternatif 
tarif 3 
(Rp10.000- 
Rp15.000) 

 Tarif berada di antara ATP dan BOK 

 Tarif masih mampu dibayarkan oleh 
sebagian besar pengumpang 

 Pada range tarif ini masih dapat 
memenuhi biaya operasional kendaraan 

 Namun pada range ini kesediaan 
membayar penumpang sangat rendah 
yaitu hanya 6% 

4 Alternatif 
tarif 4 
(Rp15.000- 
Rp20.000) 

 Tarif berada di atas ATP, WTP dan BOK 

 Tarif  sangat tinggi sehingga dapat 
meningkatkan kualitas pelayanan 
angkutan umum 

 Penyelenggara terlalu tinggi 
memperoleh keuntungan dimana 
semestinya rata-rata 10% untuk jasa 
keuntungan perusahaan 

 Namun pada range ini tarif tidak 
terjangkau oleh pengguna jasa 
angkutan umum 

 Pada range ini kesediaan membayar 
penumpang sangat rendah yaitu hanya 
1% 

Sumber :Hasil Kajian Olah Data 2024 

6. Analisis Subsidi 

Pemberian Subsidi Penuh 

Pada mekanisme ini pemerintah bertanggung jawab 

penuh terhadap kegiatan pembiayaan angkutan. 

Kelebihan skema ini adalah tarif angkutan umum dapat 

ditetapkan langsung oleh pemerintah tanpa 

memperhatikan kondisi faktor muat angkutan, sehingga 

operator hanya fokus memberikan pelayanan kepada 

pengguna jasa Perhitungan pada penerapan mekanisme 

ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 5. Skema Subsidi Penuh 
 

Subsidi Penuh 

Komponen   Jumlah Satuan 

Kilometer 
tempuh 

per Trayek 24,66 km 

per Hari 123,3 km 

per bulan 3699 km 

per Tahun 44388 km 

Jumlah armada   200 Kendaraan 

BOK per km   
 Rp                          

3.023  
Rupiah/km 

Kebutuhan 
anggaran per 
tahun 

  
 Rp          

26.836.9849.8
00  

Rupiah/km 

Subsidi 
pemerintah per 
tahun 

  
Rp  

26.836.984.80
0 

Rupiah 

 

Sumber :Hasil Kajian Olah Data 2024 
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Berdasarkan skema ini, pemerintah memberikan subsidi 

100% biaya pengoperasian berdasarkan Biaya 

Operasional Kendaraan (BOK) yang telah ditetapkan. 

Dapat diketahui biaya yang dibutuhkan untuk membeli 

layanan angkutan pada nilai penuh yakni sebesar 

Rp26.836.9849.800 per tahun 

Subsidi Selisih Operator 

Pada mekanisme ini, pemerintah memberikan subsidi 

sejumlah kekurangan biaya operasional yang tidak 

terpenuhi dari pendapatan yang masuk. Pengguna 

angkutan umum tetap dikenakan tarif yang dirancang 

tetap terjangkau oleh masyarakat, pada perhitungan ini 

tarif yang ditetapkan adalah Rp5.000-Rp10.000,- dan 

faktor muat yang diasumsikan adalah 70%. Pengguna 

angkutan umum tetap dikenakan tarif yang dirancang 

tetap terjangkau oleh masyarakat. Perhitungan 

mekanisme ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 6. Skema Subsidi Sebagian 
 

Subsidi Selisih Operator 

Komponen   Jumlah Satuan 

Kilometer 
tempuh 

per Trayek 24,66 km 

per Hari 123,3 km 

per bulan 3699 km 

per Tahun 44388 km 

Jumlah 
armada 

  200 Kendaraan 

Frekuensi/ 
hari   

5 rit 

BOK per km   
 Rp                          

3.023  
Rupiah 

Kebutuhan 
anggaran 
per tahun 

  
 Rp          

26.836.984.800 
Rupiah 

Asumsi 
pendapatan 
per tahun 

  

Rp        
12.777.555.000  
-  Rp        
25.550.000.000 

Rupiah 

Subsidi 
pemerintah 
per tahun 

  

Rp       
4.286.984.800  
–  Rp     
14.059.429.800 

Rupiah 

 

Sumber :Hasil Kajian Olah Data 2024 

Berdasarkan skema ini, pemerintah memberikan subsidi 

sekitar 16%-55% biaya pengoperasian berdasarkan Biaya 

Operasional Kendaraan (BOK) yang telah ditetapkan, 

sehingga penumpang tetap membayar berdasarkan 

kemauan membayar (WTP) dan pemerintah hanya 

membayar selisih biaya yang dikeluarkan. Dapat diketahui 

biaya yang dibutuhkan untuk membeli selisih layanan 

angkutan sebesar Rp4.286.984.800-Rp14.059.429.800 

per tahun 

Subsidi Bahan Bakar 

Pada mekanisme ini, bahan bakar yang digunakan untuk 

pengoperasian angkutan ditanggung oleh pemerintah 

namun operator tetap mendapat beban untuk menjaga 

harga sesuai dengan ketentuan asumsi semula. Skema ini 

menjadi alternatif akibat fluktuasi harga BBM. Perhitungan 

mekanisme ini adalah sebagai berikut 

 

Tabel 7. Skema Subsidi Bahan Bakar 
 

Subsidi Selisih BBM 

Komponen   Jumlah Satuan 

Kilometer 
tempuh 

per Trayek 24,66 km 

per Hari 123,3 km 

per bulan 3699 km 

per Tahun 44388 km 

Jumlah 
armada 

  200 Kendaraan 

Frekuensi/ hari   5 rit 

Asumsi 
Tarif  

Rp                         
10.000 

Rupiah/ km 

Pnp per hari 7000 Pnp 

Penggunaan 
BBM per 
angkot/km 

  
 Rp                          

2.028  
Rupiah/ rit 

Biaya BBM per 
tahun 

  
 Rp          

18.000.000.
000  

Rupiah 

Kebutuhan 
anggaran per 
tahun 

  
 Rp          

26.836.984.
800 

Rupiah 

Subsidi 
pemerintah 
per tahun 

  
 Rp  

18.000.000.
000  

Rupiah 

Sumber :Hasil Kajian Olah Data 2024 

Jika dilihat dari masing-masing komponen biaya 

operasional, maka biaya terbesar yang harus dikeluarkan 

operator adalah biaya bahan bakar minyak (BBM) yaitu 

sekitar 67%. Berdasarkan skema ini, pemerintah 

memeberikan subsidi sebesar Rp 18.000.000.000 untuk 

pengoprasian 200 armada angkuta kota rute Terminal 

Klari-Stasiun Cikampek 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan perhitungan data hasil survey 

dan data pendukung lainnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut 

1. Tarif angkutan kota (angkot) untuk kategori umum di 

Kabupaten Karawang saat ini (Rp17.000) lebih tinggi 

jika ditinjau dari daya beli masyarakat yaitu persepsi 

kemampuan penumpang (Ability To Pay) dan persepsi 

kemauan penumpang (Willingness To Pay) adalah 

sebagai berikut: 

a. Tarif berdasarkan ATP penumpang angkot rute 

Terminal Klari-Terminal Cikampek adalah 

Rp13.860, dengan nilai ATP terendah adalah 

Rp2.000 dan nilai ATP tertinggi adalah Rp46.875. 

b. Tarif berdasarkan WTP penumpang angkot rute 

Terminal Klari-Terminal Cikampek adalah Rp6.940, 

dengan nilai WTP terendah adalah Rp2.000 dan 

nilai WTP tertinggi adalah Rp Rp17.000.  Adapun 

peningkatan tarif WTP rata-rata menjadi Rp8.430 

dengan perbaikan kualitas pelayanan yang paling 

diharapkan yaitu kenyamanan dalam memperoleh 

pelayanan seperti kendaraan memiliki sirkulasi 

yang baik, kondisi tempat duduk dan ruangan 

kendaraan yang nyaman (tidak sempit) dan tidak 

mengangkut diluar kapasitas kendaraan. 
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2. Tarif yang berlaku saat ini untuk angkutan kota 

(angkot) di Kabupaten Karawang jika ditinjau dari 

Biaya Operasional Kendaraan (BOK) mengacu 

pedoman teknis penyelenggaraan angkutan umum 

penumpang di wilayah perkotaan dalam trayek tetap 

dan teratur nomor 687 tahun 2002, diperoleh nilai 

sebesar Rp. Rp11.714,90 per penumpang. Tarif 

tersebut lebih tinggi Rp5.285,1 dari tarif saat ini 

(Rp17.000) unntuk kategori penumpang umum. 

3. Rekomendasi tarif yang ideal untuk angkutan kota 

(angkot) di Kabupaten Karawang jika ditinjau dari 

Biaya Operasional Kendaraan dan Daya Beli 

Masyarakat (ATP dan WTP). Rekomendasi tarif yang 

dianggap paling ideal adalah alternatif tarif 1 yang 

berada pada range Rp5.001-Rp10.000. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa dengan asumsi penumpang 

harian sebanyak 7.000 orang per hari, maka potensi 

demand pada tarif tersebut yaitu 4.830 orang yang 

tertarik membayarkan lebih dan menggunakan angkot 

rute Terminal Klari-Terminal Cikampek setelah adanya 

perbaikan kualitas pelayanan 

4. Bentuk subsidi dan besaran subsidi tarif angkutan kota 

di Kabupaten Karawang dengan adanya skema Buy 

The Service (BTS). Terdapat tiga skema pemberian 

subsidi yang dapat ditawarkan yaitu subsidi penuh, 

subsidi bahan bakar dan subsidi selisih biaya 

operasional. Pertama, pemberian subsidi penuh 

dengan biaya biaya yang dibutuhkan untuk membeli 

layanan angkutan pada nilai penuh yakni sebesar 

Rp26.836.984.800 per tahun. Kedua, pembelian 

subsidi selisih operator dimana biaya yang dibutuhkan 

untuk membeli selisih layanan angkutan sebesar 

Rp4.286.984.800-Rp14.059.429.800 per tahun. Ketiga, 

pemberian subsidi bahan bakar dimana pemerintah 

memberikan subsidi sebesar Rp18.000.000.000 untuk 

pengoprasian 200 armada angkuta kota rute Terminal 

Klari-Stasiun Cikampek. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tarif yang dianggap paling ideal 

adalah alternatif tarif 1 yang berada pada range 

Rp5.001-Rp10.000, dengan demikian skema 

pemberian subsidi yang sesuai adalah pemberian 

subsidi sebagian atau selisih biaya operasional. 
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